SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonseia Nomor 6871);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7113);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

11

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023

tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan,
100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 2);



12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Provinsi adalah Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Provinsi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJPN adalah  dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahunan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 yang
selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029.

el NS



10.

11.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana
yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan

(2)

(3)

(4)

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta

Berencana dan bersifat indikatif.

Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah

terdiri dari:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis
Perangkat Daerah;

c. tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan;

d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan

e. penutup.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disusun sebagai pedoman bagi seluruh

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat

Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan

RKPD.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd

DEWA MADE INDRA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

OB 3L
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012
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